PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU TANDA PEND

Memmbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG
DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO

a  bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang -
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Alas
Undang-undang Nomer 18 Tabhun 1997 tentang
Pajuk Daersh dan Retribusi Daerah,
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun
2000 tentang Retribusi Penggantian Pelayanan
Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan

Akte Catatan Sipil perfu disesuatkan ;

kahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka
dipandang perlu mengatur kembali Retribusi
Penggantian Pelayanan Cetsk Kartu Tunda
Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil

UDUK

yang ditetapkan’ dengan suatu Peraturan Daerah.

1. Undsng-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota  Kecil  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/

Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok - Perkawinan (Lembaran Negara
‘fahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3019) ;

3.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tenteng
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambshan Lembsran Negara

Nomor 3209) ;

raska
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6.

Undang-undang Nomor 18 Tshun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran
Negare  Tahun 1997 Nomor 41, T'ambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) .-

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambshan Lembaran Negara
Nomor 3839) : '

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemermtah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara  Tahun 1999
Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Momor
3848);

Undang-undang Nomor 34 Tehun 2000 tenteng
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajek Daerah dan Retribusi Daerals
(Lembaran Negara  Tahun 2000 Nomor 246
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982
tentang  Perubahan Bates Wilayah Kotamadys
Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negaro
Tahun 1982 MNomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3242) ;

Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1933

-tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Tghun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tehun 2000
tentang waenangan Pemerintah dan Kewensngan
Propinst  Sebagar Daerah Otonom (L.embaran
Negara  Tahun 2000 Nomor 54, Tambshan
Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 119, Tambshan Lembaran Negara
Nomor 4139) ; . :

eputusan  Presiden Nomor' 52 Tahun 1977
tentang Pendaftaran Penduduk ; -

Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rencangan Peraturan Pemerintzh dan Rancangen
Keputusan Presiden ;-

Peraturan Menterd Dalam Negen Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Ncgcn Sipil i~
Lingkungan Pcmermtah Daerah ; -



Menctapkan

14, Keputusan Mentenn Kehakiman Nomor M.04-
PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik
Peguwai Negeri Sipil ;

13. Kepntusan Menteri Dalam Negen Nomor 23
Tehun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai
Penyidik Pegawai %Icgcﬁ' Sipil Di Lingkunpgan
Pemenntsah Daerah |

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117
Tahun 1992 tentang Pelayanan Catatan Sipil ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cam

. Permmgutan Retribusi Daerah ;

18. Pereturan Daersh Kotamadya Daerah Ting-kat [i
Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penvidik
Pegawal Nz;gcri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat I Mojokertn.

Dehgan» persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO

dan
WALIKOTA MOJOKERTCG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
KARTU TANDA. PENDUDUK DAN AKTE

CATATAN SIPIL

BAB I
- . KETENTUAN UMUM
© Pasal 1
Dalam Peraturan Deersh ini yang dimaksud dengan
2. . Kota, adalah Kata Mojokerto ;

h. Pemerintah Kota  adalah Pemennteth Ko
Mojokerto ;

"o Walikota adalsh Walikota Mojokerto ;

d.  Dewsn Perwakilan Rakyat Daerah adaish Dewsn
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;

e. Dinas Pendapatun, adalah Dinas Pendapatan Kot
Mojckerto |



Pejsbat adalsh pegawai yang diber tugas tertentu
secara struktural, teknis dan operasional di bidang
Retribusi Daersh atas dasar peraturan pcmndarg-
undangan ;

Kas Dacrah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto :

Bendaharawar;  Khusus  Penerima  untuk
selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan.
Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Koeta
Mojokerio ; :

Retribust  Daerah  yang selanjutnya disebin
retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberi dleh
Pemerintsh Kota untuk kepentingan orang pribadi
atau badan ;

Badan adsleh suatu bentuk badan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, - perseronn
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha nilik.
negara atau daérsh dengan nama dan beniuk
apapun, persckutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejemis, -
lembaga, dana pensiu, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnya ;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau ba.dan
yang memurut Peraturan Perundang-undangsa
Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi Daersh ;

Jasa Umum nadalsh jesa yang disediakan atau
dibertkan oleh Pemernntah Kota untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
Penduduk adaish setiap orang baik Warga Negara -
Republik Indonesia dan * Warga Negara Asing
yang menetap dalam Wilayah Republik Indonesia ;

. Penduduk Sementara adalah orang asing yang

berdiam sementara dan iddak menetap dalam
Wilayah Republik Indonesia ;

Penduduk Musiman adalah setiap Warga Ncoara ,

Republik Indouesia yang datang dani lua.r dacmh B

. Kota Mojokerto dengan maksud mencan nafkah
atati pekerjsan dan yang bersongkutan fidak
bermaksud menjadi penduduk Kota Mojokerto ;



i

W,

Kepala Keluarga wajib merniliki Kartu Keluarga
(KK) yaitu suatu kartu yang memuat daftar nama
anggota keluarge yang secara kemesyarskatan
menjadi tangpungan Kepala Keluarga ;

Kartu Tandn Penduduk (KTP) adalah kartu
scbagni bukti din (legitimasi) wajib bag setiep
penduduk dalam Wilayah Republik Indonesia
yang berusia 17 tahun atan vang permnah kawin ;

Kartu Identitas Penduduk Musiman adelah yang

selanjutnyn disebut KIPEM sdalsh adalsh  kartu
identitas sementara WNI yeng datang dari luer
Kotz Mojokerto dengen maksud mencan
nafkah/bekerja dan yang bersangkutan tidak
bamaksud menjadi penduduk Kots Mojokerto ;

Surat  Keterangan  Pendaftaran  Penduduk

Sementarr: yang selanjutnya disebut SKPPS adelab

bukti din bagi orang asing yang berdiam
sementara atae tidak menetap dalam suatu
Wilayah Kota Mojokerto ;

Akta Catatan Sipil adeleh skta otentik yang bensi
catatan lengkap seseorang mengenai kelahiras,
perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan
pengesahan  anak, pengangkatan anak dan
nerubahan namsa yang diterbitkan dan distmpan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
sebagai dokumen negara ; , :

Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutp
dari Akta Catatan Sipil dan merupakan aiat bukti
sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak
ketiga inengenai kelahiran, perkawinar,
perceraian, kemiatian, pengakuan dan pengesahan
anek, pengangkatan anak dan perubshan nams ;
Kutipan Akta Kedua dan scterusnya adalah
Kutipun Akta Catatan Sipil yang kedua dan
seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dias
Kependudukan Kota Mojokerto, karens kutipan
akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah
seteleh dibuktikan dengan surat keterangan dari -
pihok yang berwaib | _ -
Salinan Akta adaleh salinan lengkap ist Akta
Catatan . Sipil  yang  diterbitkan  oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto
atas permintaan psmohon |



CC.

Surat Setoran Retribust Daerah untuk selanjutnys
disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Retribust untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas
Daerah atau tempat lain yang ditetapkan olch
Walikota ; ‘
Surnt Ketetapan Retribust  Daerah,  yang
selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah suvrat
keputusan yang menentukan besamya jumlah
retribusi yang terutang ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,
vang selanjutnye dapat disingkat SKRDLB, adalah
surat  keputusan = yang menentukan jumlah
kelebihan 'pembayaran retnbusi karena jumlah
kredit retribusi {ebih besar daripada retnbusi yang
terutang atau tidek seharusnya terutang ;

Surat Ketetapan Retribust  Daerah Kurang
Bayar, yang selanjutnya dapat dismgkat SKRDK3,
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit -
retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok
retribusi, besarmya sanksi edmivstrast dan jumlah
yarg masth harus dibavar ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Xurang Bayar
Tanbshae, vang selanjutnya dapat  disingkat
SKRDKRBT, adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang
telun diietapkan ;

Surat ‘I'agihan Retribusi Daersh, yang selanjutnya
depat  disingkat STRD, adalgsh surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
adtninistrasi berupa bunga dan atau denda

BAB I

PENDAFTARAN PENDUDUK
 DAN CATATAN SIPIL

Pasal 2

Setiap  penduduk, penduduk  musimsn  dan
senduduk sementara yang bertempat tinggal di-
Wilaysh Kota Mojokerto, wajib mendaftarkan diri .
kepada Walikota melalui Kepala Desa/Kelurahen
setempat unmuk mermiliki Kartu Keluarga, Kartu
Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pendaftaran
penduduk  Sementara dan  Kariu Identitas
Penduduk Musiman ; .



(2) Sefia penduduk yang telah kawn wajih memilis
Kartu Keluarga sendiri ;

(3) Setiap penduduk wejib meleporkan atas ter-
jadinya perubshan karena pindah, kelahiran,
perkawinan, - kematian, dan  perubshan

swarganegaraan - atau genti nama yang ade
ditempst tinggainya ;

(4) Tata cara pendaftaran penduduk den catatan sipii
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Walikota.

BAB IIT
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pagal 3

Dengan nama Retibusi Pelayanan Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut remibusi
terhadap peluyansn Kartn Tanda Penduduk dan Akte
Catatan Sipil.

Pasalr 4

Obyek retrihusi adalah setiap orang yang mendapat
pelaysnan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil.
. Pasal 5
(1) Subyek Retribusi adalah orang prnibadi  yang
mendapat pelayanan Kartu Tanda Penduduk dar
Alcn Catatan Sipil £

(2) Wajib Retribusi .adalah orang prnbadi  yang
mendapat pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil dan/atau yang diwajibkan untuk

membayar retribusi.
BAB 1V )
GOLONGAN RETRIBUSI

. Pasal 6

Retibtisi Pelayanan Kartu Tonda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.



BAB VY
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
JASA
~ Peasal 7
Tingkat penggunsan jasa dihitung berdasarksn jenis -
pelayenan Kartu Tande Penduduk dan Akia Catatan
Stpil.
BAB VI
PRINSIP DALAM PERETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

Prinsip dalem penetapsn struktur dan besarnye tanf
retabusi dimaksudkan untuk menutup biaya pelayanan
Kartu Tands Penduduk dan Akts Catatan Sipil

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

11‘1 struktur tarif retribusi digolongken berdasarkan
jenis pelayanan yang diberikan ;

{2) Struktur dan besamya tanif sebagairnana dinaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut - '

n, Biaya cetak KTP:
1. Penerbilan KTP WNI

(tanpa foto), sebesar  Rp. 5.000.00
2. Penerbitan KTP. WNA :
- {tanpa foto), sebesar Rp. 10.000,00
* 3. Penerbitan KIPEM '

WNI - Rp. 5.000,00
4. Penerbitan Kartu Ke- :
luarga (KK) WN], sebesar  Rp.  5.000,00

Pcncrbitmi Kartu Keluarga
(KK) WNA, sebesar Rp. 10.000,060

N

b. Biays Penerbitan Akta Kelahiran:
. Kelghiran pokok:

3. Anak ] dan [I, sebesar | Rp. 10.000,60

b. Anak I dan seterusnya, =
sebesar Rp. 15.000,00



Ln

Kelahiran Terlamibat (1ahir tahun 1986
sampai dengan ke atas):

a Anskldan I, sebesar  Rp. 12.500,00
b. Anak I dan seterusnya,
sebesar Rp. 16.006,00

Kelahiran Dispensasi (lahir tahun 1985 ke
bawah):
a. Anak [ danll, sebesar Rp. 12.500,00
b. Anak Il dan seterusnya,

-sehesar 7 Rp. 16.000,00
Kelahiren anak WNA: '

8. Anak [danll, sebesar Rp. 23.000,06
h. Anak {I dan seterusnva,
sebesar Rp. 45.0600,00

Kutipan/salinan Akta Kelahiran :
0 Kutipan/salinan ke II dan

setertsnya (WNT), :
- sebesar Rp. 20.000,5C
b. Kunpay/salinan ke If dan

seterusnya (WNA),

sebesar Rp. 45.000,0C

Bisya Penerbitan Akta Perkawinan:

1.

Perkawinan (WNI]) :
a Dl kantor, sebesar Rp. 35.000,0C
b. Diluar kantor, sebesar  Rp. 50.000,C0

Perfawinan Terlambat 1 (Satu) Buian
Setelah Pengesahian dari Agama masing-
masing s _
2 Dikantor, sebesar  Rp  50.000,00
fr. T lusr kantor, sebesar Rp. 75.000,00
Perkawinan WNA: '

a D kantor, sebesar Rp. 75.000,00
h. Dt luar kantor, scbesar Rp. 150.000,00

Perkawinan Terlambat 1 (satu) bulan
Sctelah Pengesahan Agama WNA :

a. 1 kantor, sebesar Rp. 125.000,0C
b, Di tuar kantor, sebesar Rp. 250.000,00

A



3.

Pencatatan Pengesahan Anak WNI,

sebesar : Rp. 35.000.G
Pencatatan Pengesahan Anak WNA,
sebesar : Rp. 75.606.00

Kutipan/Salinan Akta Pengakuan Anak

ke T dan seterusnya WNL
sebesar : - Rp. 45.000,0C

Kutipan/Salinan Akta Pengakuan Anak
ke 11 dan seterusnya WNA,
sebesar : © Rp. 100.000,G0

#. Binya Pencatatan Pengangkatan Anak :

I.

2.

Pencatatan Pengangkatan Anak oleh WNI,

sebesar : Rp. 50.000,GC
Pencatatan Pengangkatan Anak oleh WINA
sebesar : Rp. 100.000,00

Pencatatan  Pengangkatan Anak  yang
terlambat lebib dari 1 (satu ) bulan olen
WNI, sebesar Rp. 75.000,00

Pencatatan Pengangkatan  Anak  yang

terlambat lebih dari 1 (satu ) bulan clen

WHNA, sebesar Rp. 150.000,50

- h. Biaya Pencatatan Perubahan Nama :
Pencatatan Perubghan Nama Rp.  25.000,30

i. Blaya Penerbitan Surat Keterangan dan
Tanda Bukti Pelaporan :

1.

2.

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil
bagi WNI, sebesar : Rp.  5.000,00

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil
bagi WNI, sebesar : Rp. 10.000,C0

Pelaporan dan Penerbifan Tanda Buku
Pelaporan mengenai Kelahiran, Perkawinan,
Perceraian dan Kematian yang  ter-
jadi  di luar negeri bagi WNI,

sebesar : Rp. 25.00C.60

'Pclaporan tersebut pada angka 3 apabila

terlambat / melebihi 1 (satw) bulan sebz-
sar : Rp. 50.000,C0

Struktur.dan besamya tarip yang berkaitan dengan
Map Cetak, Blangko Permohonan, Blangko Akta,
Pres Mika, Administrasi Terlambat dan Meteral
ditetapkan oleh Walikota.

)



BADB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15
{1) Walikcta  dapat  memberiksn pengurangen,
keringanan dan pembebasan retribusi ;

{2) Pengurangan, kennganan dan pembebasan
retnibusi schagaimana dimeksud pada ayat (1)
diberikan  dengan memperhatikan kemampuan
Waiih Retribust :

(3) Teta cara peng ania;, kennganan dan pumbe-
tetap

hasan retribust ¢ 1 oleh Walikota
BAB X1V
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16
(1) Retnbusi yang  terutang  berdasarkan

SKRI3,SSRD SKRDKB, SKRDKBT, STRD, .
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putussn Bending yang tidak atau

kurang dibayar oleh Wayib Retnbust pada

waktunyn dapat ditagth dengan Surat Paksa ;

(2) Penagihan remibusi  dengan  Surat  Paksa
dilakssnakan berdasarkan peratiran penundang-
undangan yang berlaku :

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonen
secaro. tertulis kepada Walikota untuk perhituingan
pengernbalian kelebihan pembayaran retabust ;-

(2) Atas dasar permohonan sebagaimsna dinaksud
pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribus
dapat langsung diperhitun terlebih dahulu -
dengan wajib utsng retribusi dan atau sankst
administrasi berupa bunga oleh Wrlikota ;

(3) Atas permohopan sebagaimana dimaksud pada -
ayat {2) yang berhak etas pembayeran terscbut
dapat  diperhihmgkan  dengan  pembayarsn
retribust selanjutnya ;



Pasal 18

Dalam hal keisbihan pembayaran retribusi yong
masih tersisa  sctelah dilakukan perhitungsn
schagaimana  dimsksud  dalam  Pasal 16,
diterhitkan SKRDLB peling lambat 2(dua) bulan
sejak  diteimanya  permohonan  pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi ;

Kelebthan pembayaran retnbusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada
Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak
diterbitkan SKRDLB ;

Pengembalian kelebthan pembayaran * retribusi
dijakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejuk
diterbitkanmya SKRDLB, Walikota membenkan

- mmbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan ates

I

keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 dilekukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Retribusi ;

(2) Atazs perhitngan sebagmimana dimaksud dalam

(D

(2)

Pasal 18 diterhitkan bukti vemindshbukuan vang
berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XYVI
KADALUWARSA
Pasal 20 _
Penugthan  rembus,  kadaluwarsa  setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga} tahun sejnk saat
termangnya retribusi, kecuali apabila Wajin' -
Retribusi melakukan tindak pidana dibidang
retribusi ; -
Kadaiuwarsa penagihan retribusi sebagai-mane
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila .
a. diterbitkan Surst Teguran dan Surat Paksa |
atau N
b. adn pengakuen utang retribusi dan Wagth
Retribust  bhaik langsung - maupun tidak
langsung. ' '



| BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
'RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 21

(1) Pratang reinbusi yang tidak mungkin ditagth lag
karena hak unmik melakukan penagihan sudah
kadaluwarsa dapat dihapus ;

2} Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan
Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa
scbagairnana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVIO )
PENGAWASAN ~

Pasal 22

N

Waltiora  menumjuk  pejabat  untuk  meleksanakan
pengawasan terhadap pelaksansan Peraturan Dactan
L. :

BAB XIX

PENGECUALIAN
Pgsal 23

Kewsiiban pendaftaran penduduk dan kepemilikar
Kariu Tanda Penduduk dan Akte Cataten Sipi
sebagaimana dimaksud dalem Pasal 2, tidak berlaku
bagi Anggota Perwakilan Negara Asing dan Anggota
Organisast Intemasional beserta keluarga -

\

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(17 Pelanggaren terhadap Ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Daecrah ini dapat diancam dengan
pidana kurungsn selama-lamanya 6 (enam) bulax
atau dengan setinggi-tingginya 4 {empat) kal:
retribusi terutang ;

(2) Tindek pidane yang dimaksud pada ayat (i
adalah pelanggaran. :



BAB XX1
PENYIDIKAN

Dggal 25

{1} Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu i

@)

lingkungan Pernesintah Daerah dibenn wewenany
khugus  sebagal  Penyidik untuk  melakukan
penyidikan tindak pidena di bidang Perpsjakan
Daersh atau Retribusi Daeciah  sebagaimane.
dimaksud dalem Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidsna ;-

Wewenang Penyidik sebagaimana  dimaksud
pada ayat {1) adalah :

& menenma, mencari, mengumpulkan dan
menehti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dr bilang Retribusi
Daersh agar keterangan atau laporan tcrscbm
menjadi leng-kap dan jelas ;

b menchiti, mencan dan mengumpuikan
Kelerangan mengenal orang pribadi ~etau
badan  tentang kebenaran perbuatan yang
dilakvkan sehubungan dengen tindak pidana
Retrrhusi Daerah tersebut ;

c. meminta keterangan dan bahan bukt dan .

. orang pribadi atau badan sehubungan dengan
nndak pidena di bidang Retribusi Daerah

d memesnksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
rindek pidana di bidang Retribust Daerah ;

e melukukan penggeledshan untuk  men-
dapatkan  bshan  bukf®  pembukuan,
pencatatar: dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan buku
tersebut ;

d.  meminta bantuan tenaga shli dalam rangka
pelaksanasn tugas penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah ;

¢ menyuruh  berhenti dan atau  melarany
sescorang meninggalkan ruangan atau tempat
‘pade saat pemeriksean sedang berlangsung
dan memerikse identitas orang atau dokurnen
vang dibawa scbagmmana dimaksud peds
huruf e ;



h.  memotret seseorsng  vyang  berkaitan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

i.  memanggil orang untuk didengar
keterangannys  dan  dipeniksa  sebagai

tersanpka atsu seksi _

menghentikan penyidikan ;

k  melakuksn tindakan fain  yang perlu
untuk kelaricaran penyidikan tindak pidana
bidang Retribusi Daerah menurut hukurmn
yang dapat dipertanggungiawabkan,

(3)" Penyidik sebagaimsna dimaksud pada ayat (1}
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampsaikan = hasil penyidikannya kepads
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan vang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun |
1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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et

KETENTUAN PENUTUP
' Pasal 26

Pada sast Peraturan Daerah " m  berlaku, make
Peraturan Dacrah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun
2000 tenteng Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
den Akta Catatan Sipil, dinyatakan tidak berlaku

.Pasai 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peratugan
Daerah ini. sepanjsng mengena: peleksanagnmnya ekan
diatur lebih lanjut clch Walikota _

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Apgar  setiap orang  dapat  mengetahumys
memerintahkan pengundangan Persturan Daersh im
dengen penempatannya dalam Lembaran Daerah Hesta
Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 22 Juli 2002
Pada tanggal 22 Juli 2002 WALIKOTA MOJOKERTO
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO Cap ttd.

Cap. Ttd

TEGOEH SOEIONO, S.H

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADII

Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

1 EMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR  2/C



IT.

PENIELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
MOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

PENJELASAN UMUM
Bahwa sebagai dudalk anjut pelaksanaan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintehan Daerah dan Undang-
undang Nomeor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tehun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangen
Propinsi sebagai Daaraln Qtonom, dalam rangka memantapkan -
enyelenggaraan  Otonomi  Daerash  yang luas, nyata, dan
ertanggung  jawab, maka untuk ‘mendukung penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang
persumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal
dari Refribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Penggantian
Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kota
Mojokerto dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEM! PASAL
Pasal 1 Sampai dengan Pasal 28 : Cukup jelus



